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KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN 
PERUBAHAN IKLIM

NOMOR : P5 / PPI / SET / KUM I / 12 / 2017

TENTANG  
PEDOMAN PENGHITUNGAN EMISI GAS RUMAH KACA
UNTUK AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM BERBASIS 

MASYARAKAT

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM,

Menimbang : a. bahwa aksi mitigasi perubahan iklim dalam kerangka 
Proklim dan kegiatan lain yang berbasis masyarakat 
diperlukan identifikasi, penyusunan rencana aksi, 
pelaksanaan aksi, pemantauan dan evaluasi sumber 
emisi dan serapan gas rumah kaca;

  b. Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor: P.60/MenLHK-
Setjen/2015 Tentang Peran Masyarakat dan Pelaku 
Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa kegiatan 
oleh masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan 
juga mencakup aksi mitigasi perubahan iklim;

  c. bahwa sebagaimana huruf a dan b, diperlukan 
pedoman penghitungan emisi gas rumah kaca untuk 
aksi mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat.

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 
Nomor 167);

  2. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140);
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  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika(Lembaran 
Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 1303);

  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Pengesahan Paris Agreement to The United 
Nations Framework Convention on Climate Change 
(Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja 
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan 
Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 
Nomor 204);

  5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca 
Nasional;

  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 
17);

  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor P.60/MenLHK-
Setjen/2015 Tentang Peran Masyarakat dan Pelaku 
Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara 
Republik Indonesia 2015 Nomor 1889);

  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor P.84/MenLHK-Setjen/
KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim 
(Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 1700);

  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/
Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran 
Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia 
2016 Nomor 583);

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
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 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor P.13/MenLHK/Setjen/
OTL.O/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran 
Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia 
2016 Nomor 209);

 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor P.18/MenLHK-II/2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara 
Republik Indonesia 2015 Nomor 713);

 12. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan 
Iklim Nomor P.1/PPI/Set/Kum.I/2/2017 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TENTANG 
PEDOMAN PENGHITUNGAN EMISI GAS RUMAH 
KACA UNTUK AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM 
BERBASIS MASYARAKAT 

Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca 
sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

2. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk 
masyarakat hukum adat, dan/atau pemangku kepentingan non 
pemerintah.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
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Tujuan
Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai arahan dan pedoman dalam 
melakukan penghitungan emisi gas rumah kaca pada pelaksanaan aksi 
mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat.

Ruang Lingkup
Pasal 3

(1) Ruang lingkup dari peraturan ini adalah meliputi:
a. Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Aksi 

Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat pada Sektor Energi;
b. Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Aksi 

Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat pada Sektor 
Kehutanan;

c. Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Aksi 
Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat pada Sektor 
Pertanian dan Peternakan;

d. Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Aksi 
Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat pada Sektor 
Limbah.

(2) Pedoman penghitungan emisi gas rumah kaca untuk aksi mitigasi 
perubahan iklim berbasis masyarakat merupakan Lampiran yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

Pelaporan
Pasal 4

(1) Hasil penghitungan aksi mitigasi gas rumah kaca dalam kerangka 
Proklim dilaporkan melalui mekanisme Proklim sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor P.84/MenLHK-Setjen/KUM.1/11/2016 
tentang Program Kampung Iklim dan Peraturan Dirjen Pengendalian 
Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/Set/Kum.I/2/2017 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
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(2) Hasil penghitungan aksi mitigasi gas rumah kaca oleh masyarakat 
dapat dilaporkan melalui mekanisme pelaporan Sistem Registri 
Nasional (SRN) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL

Dr. Ir. NUR MASRIPATIN, M.For.Sc
NIP. 19580108 198603 2 002

 

Salinan Peraturan Dirjen ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Para Direktur Jenderal lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan;
5. Sekretaris Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
6. Para Direktur lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan 

Iklim;
7. Para Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran 

Hutan dan Lahan.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
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LAMPIRAN I : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TENTANG 
PEDOMAN PENGHITUNGAN EMISI GAS RUMAH 
KACA UNTUK AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM 
BERBASIS MASYARAKAT

NOMOR  :   
TANGGAL  : DESEMBER 2017

PEDOMAN PENGHITUNGAN EMISI GAS RUMAH KACA UNTUK 
AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT 

PADA SEKTOR ENERGI

1. Pendahuluan
 Aksi-aksi mitigasi perubahan iklim sektor energi adalah upaya-

upaya terkait penyediaan dan pemanfaatan energi yang pada 
akhirnya menghasilkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). 
Aksi mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat, dilaksanakan 
pada tingkat lokal dengan sumber emisi GRK yang berasal dari 
pembakaran bahan bakar fosil, khususnya Bahan Bakar Minyak 
(BBM), Elpiji (LPG1) dan briket batubara. BBM seperti minyak 
solar, umumnya digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik 
dan uap/panas pada industri/usaha skala kecil/mikro dan juga 
digunakan di transportasi. 

 Di beberapa daerah yang belum ada pasokan listrik, BBM (minyak 
tanah) digunakan untuk penerangan (lampu teplok atau petromax) 
dan bahan bakar untuk memasak. Elpiji (LPG) dan bahan bakar 
briket batubara umumnya digunakan untuk rumah tangga maupun 
di industri/usaha skala mikro/kecil.

 Pemanfaatan energi baru terbarukan untuk menggantikan sumber 
energi yang tidak terbarukan, adalah bagian dari aksi mitigasi 
perubahan iklim. Jenis dari energi baru terbarukan tersebut 
diantaranya adalah energi tenaga surya, energi tenaga angin atau 
bayu, energi tenaga air, pemanfaatan gas metan dari limbah.

1 LPG : Liquid Petroleum Gas
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2. Ruang Lingkup dan Jenis Aksi Mitigasi
 Penghitungan penurunan emisi GRK suatu aksi mitigasi 

memerlukan batasan ruang lingkup yang meliputi kegiatan dan aksi 
pembangkitan energi, penggunaan bahan bakar non-fosil untuk 
kegiatan rumah tangga, transportasi dan penerangan.

 Tingkat emisi GRK dapat diturunkan melalui aksi mitigasi di sektor 
energi yang akan memberikan dampak berupa:
a. Mengakibatkan terhindarnya pembentukan emisi GRK, 

misalnya melalui: pemanfaatan limbah sebagai sumber energi, 
atau kotoran sapi untuk produksi biogas.

b. Kegiatan mitigasi dapat menurunkan tingkat emisi melalui 
penurunan besaran data aktifitas atau penurunan faktor emisi 
dibandingkan kondisi sebelum adanya kegiatan aksi mitigasi 
(baseline). Penurunan data aktivitas, misalnya dalam kegiatan 
efisiensi energi, terjadi karena jumlah energi yang digunakan 
lebih sedikit dibandingkan sebelum kegiatan mitigasi.

c. Faktor emisinya lebih rendah, antara lain penggunaan LPG2  
(rendah emisi GRK) dan energi terbarukan (mempunyai nilai 
emisi GRK nol), misalnya: biogas, tenaga surya, tenaga air, 
tenaga angin, biomassa (berbasis limbah3) dan lain-lain.

 Berdasarkan jenis sumber emisi, aksi mitigasi sektor energi 
berbasis masyarakat mencakup upaya-upaya menurunkan emisi 
secara langsung dan emisi tidak langsung. Untuk emisi yang 
sifatnya langsung, aksi mitigasi dilakukan melalui penghentian atau 
pengurangan penggunaan bahan bakar fosil (BBM, LPG, dan briket 
batubara) menggantikannya dengan sumber energi yang rendah 
emisi (LPG1, gas alam, listrik) atau energi terbarukan yang tidak 
menghasilkan emisi (mikrohidro, bahan bakar nabati, biomassa2 
limbah pertanian, pembangkit listrik tenaga surya dan biogas). 
Sedangkan secara tidak langsung, apabila aksi dilakukan oleh 
pengguna energi dan bukan oleh pembangkitan energi, misalnya 
mematikan lampu yang tidak digunakan di rumah dan kantor. 

1 LPG : Liquid Petroleum Gas
2 LPG lebih rendah emisinya dibandingkan minyak tanah
3 Biomassa yang berasal dari bukan limbah tidak termasuk dalam kategori mitigasi, misalnya kayu 

bakar dari kegiatan menebang pohon atau hutan. Sebagai catatan biomassa yang berasal dari kegiatan 
peremajaan perkebunan dikategorikan sebagai limbah.
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 Berdasarkan kegiatannya, aksi mitigasi sektor energi dilaksanakan 
melalui dua pendekatan, yaitu di sisi pengguna/konsumen dan di sisi 
produsen. Pada aksi mitigasi di sisi pengguna dapat dilaksanakan 
melalui intervensi penurunan emisi per unit energi yang dikonsumsi 
melalui teknologi energi bersih (energi terbarukan) atau penerapan 
teknologi hemat energi, dan pola konsumsi energi yang lebih 
hemat. Di sisi suplai, aksi mitigasi dilaksanakan melalui intervensi 
penggunaan energi rendah/tidak menghasilkan emisi (seperti 
energi terbarukan), dan teknologi konversi energi yang efisien.   

3. Penghitungan Capaian Mitigasi 
 Aksi-aksi mitigasi berbasis masyarakat dapat diterapkan di sisi 

penyedia maupun di sisi pengguna. Di sisi penyedia, aksi mitigasi 
umumnya dapat dilaksanakan melalui intervensi penggunaan 
energi yang rendah atau tidak menghasilkan emisi GRK (energi 
terbarukan) dan teknologi konversi energi yang efisien. Aksi mitigasi 
sektor energi berbasis masyarakat tidak mencakup intervensi 
penurunan emisi GRK melalui efisiensi teknologi konversi energi, 
terutama di pembangkit milik PLN atau usaha bisnis pembangkit 
energi lainnya karena di luar kewenangan kegiatan yang berbasis 
masyarakat. Aksi yang dapat dilakukan adalah pembangunan 
pembangkit listrik energi terbarukan dan penggantian genset 
berbahan bakar solar dengan gas alam atau biogas dari kotoran 
ternak, yang dioperasionalkan oleh warga, koperasi, karang taruna 
dan lain sebagainya.

 Aksi mitigasi di sisi pengguna dapat dilaksanakan melalui intervensi 
penurunan emisi per unit energi yang dikonsumsi melalui teknologi 
energi bersih (energi terbarukan dan rendah emisi seperti LPG 
atau biogas dari kotoran ternak) atau penerapan teknologi hemat 
energi, serta pola konsumsi energi yang lebih hemat. 

 Kegiatan Sisi Penyedia
 Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan menurunkan 

emisi karena adanya penghindaran terjadinya emisi GRK, contohnya 
pembangkit mikrohidro dan tenaga surya. Apabila pembangkit 
tersebut menggantikan pembangkit berbahan bakar energi fosil 
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maka besarnya penurunan emisi sama dengan besarnya emisi 
baseline (karena emisi mitigasi bernilai nol). Penurunan emisi dari 
pembangkit listrik energi terbarukan dihitung dengan formula berikut: 

 Penurunan emisi = Emisi Baseline – 0 = Emisi Baseline

 Aksi mitigasi di sektor pembangkit listrik, terdapat dua kemungkinan 
dalam hal penyaluran listrik yang dihasilkan yaitu skema on-
grid dan skema off-grid. Skema on-grid yaitu pembangkit yang 
listriknya disalurkan melalui jaringan transmisi listrik yang telah 
ada di lokasi sedangkan skema off-grid adalah pembangkit yang 
listriknya disalurkan dengan jaringan listrik tersendiri. Perhitungan 
penurunan emisi kedua skema berbeda dalam hal besaran emisi 
baseline. Beberapa kegiatan aksi mitigasi perubahan iklim di sisi 
penyedia yang berbasis masyarakat diantaranya adalah:

a. Mikrohidro
 Penggunaan tenaga air (mikrohidro) untuk suplai energi pada 

penerangan rumah tangga 
 

Gambar.1 Penggunaan Mikrohidro untuk Penerangan Rumah Tangga

 Apabila aksi mitigasi berupa pembangunan mikrohidro atau 
teknologi energi terbarukan lainnya untuk substitusi pembangkit 
listrik berbahan bakar solar (diesel genset), maka perhitungan 
penurunan emisi GRK membutuhkan data konsumsi BBM untuk 
pembangkit sebelum mikrohidro atau teknologi energi terbarukan 
lainnya dibangun. Data aktivitas yang dibutuhkan untuk kasus 
dimana kapasitas mikrohidro sama dengan kapasitas diesel 
genset yang digantikan diperlihatkan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Nilai konsumsi bahan bakar sebagai data aktivitas

Jenis Bahan Bakar Satuan Konsumsi 
Bahan Bakar Catatan

Minyak Solar Liter/
bulan y

Diisi 
berdasarkan 
pencatatan

 Apabila kapasitas mikrohidro yang dibangun lebih besar dari 
kapasitas diesel genset yang digantikan maka data aktivitas untuk 
perhitungan baseline didasarkan pada kapasitas mikrohidro 
yang dibangun, dengan catatan bahwa mikrohidro dioperasikan 
pada kapasitasnya. Untuk kasus yang demikian, data aktivitas 
yang dibutuhkan adalah data pembangkitan listrik mikrohidro 
yang selanjutnya dikonversi menjadi ekivalen konsumsi BBM 
dari diesel genset. Data aktivitas yang dibutuhkan tercantum 
pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Data aktivitas

Indikator Satuan Kuantitas Catatan

Produksi energi listrik kWh/
bulan x

Saat ini, diisi 
berdasarkan 
pencatatan

Konsumsi solar liter/
bulan y

Saat sebelum 
ada mikro hidro, 
diisi berdasarkan 
pencatatan

 Apabila data produksi energi listrik ataupun konsumsi solar 
tidak tersedia, data aktivitas dapat pula diperkirakan dari data 
kapasitas peralatan listrik terpasang di sisi pelanggan listrik 
dan data jam operasi mikrohidro per hari seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Aktivitas peralatan listrik terpasang

Indikator Satuan Kuantitas Catatan

Kapasitas peralatan 
terpasang di pelanggan kW x

Dari catatan 
survey oleh 
pengurus 
mikrohidro

Jam operasi mikrohidro 
per hari jam y Dari catatan 

operator
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 Pada kategori sumber emisi GRK rumah tangga, data aktivitas 
yang perlu dikumpulkan adalah jumlah kepala keluarga yang 
menggunakan energi fosil spesifik (minyak tanah, LPG, briket 
batubara, briket gambut) serta besaran/jumlah yang digunakan 
oleh setiap kepala keluarga. Kedua data tersebut diperlukan 
untuk mendapatkan total konsumsi energi dari kategori sumber 
emisi rumah tangga.

b. Penggunaan Solar PV (Photovoltaic) untuk rumah tangga
 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan 

pembangkit listrik yang menggunakan tenaga surya yang tidak 
menghasilkan emisi GRK. Capaian penurunan emisi kegiatan 
mitigasi PLTS dihitung dari selisih nilai emisi baseline dengan 
nilai emisi kegiatan mitigasi. Tingkat emisi PLTS sama dengan 
nol sehingga penurunan emisi yang dicapai sama dengan emisi 
baseline. Data aktivitas PLTS yang digunakan adalah jumlah 
produksi listrik yang dihasilkan selama satu tahun. Penggunaan 
PLTS untuk penerangan rumah tangga terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Penggunaan PLTS untuk Penerangan Rumah Tangga

 PLTS yang dibangun pada sektor rumah tangga maupun 
bangunan lainnya, menggunakan data aktivitas meliputi 
kapasitas PLTS yang dibangun (kwp), intensitas radiasi 
matahari (kwh/m2/hari), dan jumlah hari penggunaan PLTS 
dalam satu tahun (hari).
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c. Penggunaan Solar PV untuk Penerangan Jalan Umum (PJU)
 Data aktivitas yang digunakan pada kegiatan mitigasi 

penerangan jalan umum tenaga surya (PJU PLTS) adalah 
kapasitas lampu yang dipasang (watt), lama penggunaan lampu 
(jam), dan jumlah hari penggunaan PLTS dalam satu tahun 
(hari). Contoh skema penggunaan PLTS untuk penerangan 
jalan disampaikan pada Gambar 3.

Gambar 3 Penggunaan PLTS untuk Penerangan Jalan

 Faktor emisi yang digunakan pada penghitungan penurunan 
emisi GRK penerangan jalan umum PLTS bergantung pada 
pembangkit sumber listrik yang digunakan. Jika listrik yang 
digunakan dipasok dari grid PLN JAMALI (Jawa Madura Bali) 
maka faktor emisi yang digunakan adalah faktor emisi grid PLN 
JAMALI. Baseline yang digunakan adalah tingkat emisi ketika 
sumber listrik menggunakan bahan bakar fosil.

d. PLT Bayu (Tenaga Bayu/Angin)
 Penggunaan Energi Angin (Kincir Angin) untuk irigasi/pengairan 

tanaman. Konsep penggunaan pembangkit listrik tenaga angin 
tersebut disampaikan pada Gambar 4.

 

Gambar 4 Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin untuk Irigasi Pertanian
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